BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 117 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan di Wilayah Kabupaten
Pasuruan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Nomor 112 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan di Wilayah Kabupaten Pasuruan;

b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan
kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan dan guna mewujudkan pelaksanaan
kegiatan yang lebih transparan, akuntabel serta tepat
sasaran, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 112
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Wilayah
Kabupaten Pasuruan perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan di Wilayah Kabupaten Pasuruan,;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor


































































(3) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat
membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan.

(4) Tugas dan susunan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 112
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di

Wilayah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2019 Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 117



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 117 2023

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2023

FORM A-1
BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KOP KELURAHAN

BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KABUPATEN PASURUAN

TAHUN...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah
ini masing-masing adalah Lurah ... (sebutkan nama kelurahan), dan Ketua Tim
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, telah mengadakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan ... (sebutkan nama
kelurahan), dengan hasil sebagai berikut :

1.

menetapkan daftar usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan tahun ...

dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kelurahan ini, segera menyerahkan hasil
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ke Kantor
Kecamatan ... (sebutkan nama kecamatan) dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, yang terdiri atas:

a. Berita Acara Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan;

b. Daftar Rekapitulasi Usulan Prioritas Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kelurahan, sebagai bahan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kecamatan (form B1-B3); dan

c. Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
(Form A2).

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanan Pembangunan Kelurahan ...

Kecamatan ... Tahun ...

Mengetahui Ketua LPM Kelurahan ...
Lurah

tanda tangan dan cap tanda tangan

(nama lengkap dan gelar)
NIP. coveviiiniiniinennens

(nama lengkap dan gelar)
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Petunjuk Pengisian:

NOMOR URAIAN

1 Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan

Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan

Kolom 3 diisi dengan volume output, misal: 500

Kolom 4 diisi dengan satuan oufput, misal: meter

Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran

Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi

Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran

Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi

O[R[N LW

Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa

10 Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
a. kegiatan pembangunan/pemeliharaan /pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;
b. kegiatan non fisik dengan cara:
- penyelesaian kertas kerja/KAK yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%;
-undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%;
c. kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan
d. laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%.

11 Kolom 11, 12, dan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di
Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan

12 Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU tambahan)

BUPATI PASURUAN,
ttd.

M. IRSYAD YUSUF





